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TEN1ANG

PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

KABUPATEN KUTAl TIMUR

DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA

BUPA TI «UTAI TINillR,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan Peraturan Perneriatah Nornor 62 TahW1

1998 tentang penyerahan sebagian urusan pernerinrahan di

bidang Kehutanan kepada Oaerah, Sarang Burung Wa!et

termasuk yang diserahkan kepada Daerah ;

b. bahwa dal.am rangka pelestarian habitat dan populasi burung

walet serta meningkatkan produktivitas sarang burung walet

sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi

pembangunan dan kesejahteraan rnasyarakat, maka

dipandang perlu mengarur pengelolaan dan pengusahaan

satang burung walet dalarn Peraturan Daerah ;

\. Undang-Undang Nomor 5 Tahun \990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ( Lernbaran

Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambaban Lernbaran Negara

Nomor 3419);

..., Undang-Undang Nomor 5 Tah.un 1994 tentang Pengesahan

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa rnengenai

Keanekaragarnan Hayati ( Lembazan Negara Tahun 1994

Nemer 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556 ) ;



3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lernbaran Negara

Tahun 1997 Nornor 68, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor

2699) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup ( Lernbaran Negara Tahun 1997 Nornor

68, Tambahan l.ernbaran Negara Nomor 3699 ) ;

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerinrahan Daerah ( Lernbaran Negara Tahun 1999

Nomor 60, Tarnbahan Lembarab Negara Nomor 3839) ;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Pcrimhangan Keuangan antara Pusat dan daerah ( Lembaran

Negara Tahun l999 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3896 ) ;

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun :WOO tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nornor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Kabupaten Nunukan, Kahupaten

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur,

dan KOla Bontang ;

S. Undang-Undang Nornor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor l8 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah ;

9. Peraruran Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang
Perburuan Swasta ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor

19, Tambahan Lernbaran Negara Nomo(4048) ~

In. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerinrahan 01. Bidang

Kehutanan kepada Daerah,

l l . Peraturan Pernerintah nornor S Tahun i999 tentang

Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar ( Lernbaran

Negara Tahun 1999 Nornor lS, Tambaban Lernbaran Negara

Nomor 3803 ) ;

)2. Peraturan Pernerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonorni ( Lembaran Negara Tabun 2000 Nomor 54,

Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 70 ) ;



13. Keputusan Presiden Nemer 44 Tahun 1999 tentang Tehnik

Penyusunan Peraturan Pernerintah dan Rancangan Keputusan

Pres-den ~

14. Peraruran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 02 Tahun

2001 tentang Orgauisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai

Timur ~

15. Peraruran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 03 tahun

2001 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai Timur ;

Dengan Persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KA.BUPATEN KUTAl TfMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan PER.A.TURAN DAERAH KABUPA TEN KUT Al TfMUR

TENT ANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN

BURUNG WALET DA.L.A.M DAER.A.H KABUPATEN KUTAI

TrMUR.

BAB[

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :

(1) Oaerah adalah kabupaten Kutai Timur ~

(2) Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Kutai 1 imur ;

(3) Bupati adalah Bupati Kutai Timur ;

(4) fjin adalah ijin Pengelolaan dan Pcngusahaan sarang burung walet yang dikeluarkan

oleh Bupati ~

(5) Burung walet adalah sarwa liar yang termasuk marga Collicalia, yairu Collicalia

Fuciaphaga, Collicalia Maxina, Collicalia Esculenta dan Collicalia Linchi ;



(6) Sarang Burung Walet adalah Sarang Burung Walet, Senti atau sebangsanya yang

dapat di komsurnsi oleh manusia dan mernpunyai nilai ekonomis dan atau dapat

diperdagangkan ~

(7) Goa sarang burung adalah tempat dimana burung walet bersarang dan berkernbang

biak di wilayah Kabupaten Kuiai Timur ;

(8) Pengelolaan Satang Burung adalah rangkaian pembinaan diwilayah habitat dan

pengendalian populasi Burung Walet dihabitat alarni ~

(9) Pengusahaan sarang burung walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung

walet dihabitat alami dan diluar habitat alarni ;

(10) Habitat alami burung waler adalah tempat burung walet hidup dan berkembang biak

secara alarni ;

(l l) Diluar habitat alami burung walet adalah ternpat burung walet hid up dan berkembang

biak dengan cara pernbudidayaan ;

(l2) Kawasan butan, adalah kawasan Hutan Lindung Produksi, Kawasan Suaka Alam dan

Kawasan Pelestarian Alam di Wilayah Kabupaten Kutai Timur ;

(13) Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat Satang Burung Walet;

(14) Kawasan Pelestarian Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat

roaupun diperairan yang mempunyai fungsi perl indungau sistem peuyangga

kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis turnbuhan dan satwa, serta

pemanfaatan secara lestari sumber hayati dan ekosistem ;

(15) Kawasan Suaka Alam, adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat

maupun diperairan yang mempunyai funsi pokok sebagai kawasan pelestarian

keanekaragaman tumbuhan dan sarwa serta ekosisrernnya yang juga berfungsi

sebagai wiiayah sistem penyangga kehidupan ~

(16) Kawasan Konservasi adalah kawasan yang dilindungi dan dilestarikan ; .

(17) Badan, adalah bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,

Perseroan lainnya, Badan Usaha Miiik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk

apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau

Organisasi yang sejenis, lembaga, bent uk usaha tetap serta badan usaha lainnya yang

berbadan hukum.
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BAB IT

IVlAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah dalarn rangka membina serta mengawasi

pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ;

(2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

a. Menjaga kelestarian habitat dan populasi burung walet ;

b. Meningkatkan produktivitas Satang Burung Walet dihabitat alami dan diluar

habitat alami ;

c. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat ;

BAB III

LOKASl SARANG BURUNG W ALET

Pasal3

( l ) Lokasi sarang burung walet berada d.i habitat alami dan diluar habitat alami ;

(2) Lokasi satang burung wale! yang alami sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatas

berada pada Kawasan Hutan ;

(3) Lokasi sarang burung walet yang diluar habitat alami sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Pasal ini berada pada bangunan, RumahiGedung atau sejenisnya.

BABIV

PENGUSAHAAN

Pasal 4

( I) Sarang burung walet sebagaimana dimaksud pacta Pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat

di.kelola dan diusahakan oleh perorangan atau badan atas ijin Bupati ;
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(2) Untuk mendapatkan ijin pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud

dalam ayat ( 1) orang atau badan mengajukan permohonan kepada Bupati dengan

melampirkan :

a. Proposal Pengelolaan dan Pengusahaan Sa rang Burung Walet ~

b. Rekomendasi dan Perangkat Daerah berdasarkan berita acara hasil perneriksaan

tekn.is lokasi pengusahaan Satang Burung Walet ~

c. Surar pernyataan bahwa pernohon akan memperkerjakan masyarakat setempat

yang diketahui Kepala DaerahlLurah ..

d. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan dalarn mengelola dan mengusahakan

Satang Burung Walet memenuhi persyaraian teknis yang ditetapkan oleb Bupati

maupun oleh Dinas terkait ;

e. Khususnya pengelolaan dan pengusabaan Sarang Burung Walet diluar habitat

alami harus dilengkapi ljin Gangguan ( HO ) dan Ijin Men.dirikan Bangunan ;

(3) Ijin banya diberikan setelab pengelola/pengusaha rnemenangkan pelelangan dan atau

penunjukan langsung dari Bupati setelah membayar lunas Retribusi Sarang Burung

Walet serta pungutan lainnya sesuai dengan keientuan Peraturan Perundang-

undangan/Peraturan Daerah yang berlaku ;

(4) rjin sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum nama, ternpat tinggal dan

pekerjaan pengusaha serta ketentuan betas waktu ijin dan syarat-syarat lainnya yang

harus ditaati oleh Pengusaha ;

(5) Batas Waktu Ijin sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini berlaku s~lama 1 s/d 3

tahun dengan ketentuan setiap tahun haws membayar rerribusi sarang burung walet;

BABY

PENEMU LOKASl SARANG BURUNG WALET

Pasal5

(I) Penemu lokasi Satang Burung Walet di habitat alami wajib melaporkan secara tertulis

penemuannya kepada Bupati dengan disertai surat Keterangan dan Kepala

DesaILurah yang diketahui oleh Camat seteropat untuk dibuatkan Surat Pengesahan

atas pen.emuannya ;
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(2) Goa Sarang Burung Walet yang baru ditemukan diberi nama dan disyahkan oleh

Bupati setelah ada Berita Acara Perneriksaan lapangan ;

(3) Penemu lokasi Sarang Burung Walet sebagairnana dimaksud dalam ayat (l ) diberikan

prioritas untuk rnengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet paling lama 3

Tahun dengan ketentuan membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku setiap

tahun ;

(4) Penemu sarang burung walet dapat bekerja sama atau meuyerahkan pengelolaan dan

pengusahaannya kepada pihak lain;
,

(5) Penyerahan hak pengelolaan dan Pengusahaan Satang Burung Walet dari penemu

kepada pihak lain harus mendapat persetujuan Bupati.

BABVI

PENG.AJvffiILAN I PEMANENAN SARANG BURUNG W ALET

Pasal6

Untuk meningkatkan produktivitas, menjaga populasi dan habitat Burung Walet, maka

pengambilan/pemanenan Sarang Burung Walet dilakukan dengan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut :

a. Masa Panen dilaksanakan setelah Burung Walet meninggalkan sarangnya ;

b. Satang Burung Walet sedang tidak berisi telur ;

c. Dilakukan pada siang hari ;

d. Tidak mengganggu Burung Walet yang sedang mengeram ~

e. Dalam hal Sarang Burung Walet berada dihutan Produk, Kawasan Suaka Alam dan

Kawasan Pelestarian Alam agar mernatuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh

Instansi yang berwewenang dibidang Kehutanan .

f. Tidak menggunakan alat atau cara yang dapat merusak Goa Satang Burung Wakt yang

mengakibatkan burung walet terbang meninggalkan sarangnya ;
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BAB Vii

PEMBfNAAN DAN PENGAWASAN

Pasal7

(1) Bupati berkewajiban melakukan pernbinaan atas pengelolaan pengusahaan sarang

burung walet dengan dibantu Tim Teknis yang ditetapkan Bupati ;

(2) Pembinaan dan Birnbingan teknis sebagairnana dirnaksud dalam ayat (1) pasal ini

meliputi kegiatan penyuluhan dan bimbiogan teknis tentang upaya Pelestarian habitat

dan Populasi Burung Walet serta cara peningkatan produktivitas Satang Burung Wa\et ;

Pasal 8

Dalam hal Pengawasan Bupati dapat menugaskan tim, Teknis untuk melakukan

Pernantauan dan Pengendalian terhadap lokasi dan pelaksanaan pengelolaan sarang burung

walet sebagaimana dimaksud dalarn pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BABvm
HAK DAN KEWAJffiAN

Pasa19

-
(1) Pemegang ijin berhak rnengambi\/memanen satang burung walet seSU31 dengan

persyaratan sebagaimana dirnaksud pasal6 Peraturan Daerah ini ;

(2) Pemegang ijin berhak untuk memanfaatkan, mengangkut dan rnenjual hasil sarang

burung walet sebagaimana dimaksud ayat (L) Pasal ini ;

(3) Pemegang ijin ( pengelcla/pengusaha ) sebelurn melakukan pengambilanlpemanenan

sarang water, berkewajiban melaporkan kepada Kepala Desa I Lurah dan Camat

seternpat ~

(4) Pemegang ijin (Pengelola/Pengusaha) setiap kali melakukan pengambilan/pemanenan

Satang Burung Walet berkewajiban melaporkan jumlah Sarang Burung Walet yang

diperoleh kepada Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat paling larnbat 1 ( satu )

minggu setelah panen dilakukan ;

8



(5) Pemegang ijin berkewajiban mengurus, menjaga, mengarnankan dan memelihara Goa

Satang Burung Walet dalam upaya melestarikan Habitat dan Populasi Sa rang Burung

Walet.

BABIX

SANKSI ADlv1JNISTRASl

Bupati dapat rnernberikan sanksi administrasi berupa mencabut ijin dan

mengalihkan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet kepada pihak lain

bilamana pemegang ijin melanggar persyaratan perijinan dan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

BABX

PENY1DIKAN

Pasal l l

Penyidikan terhadap pelanggaran dimaksud Peraturan Daerah ini selain dilakukan

olen Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dapat juga oleb Penyidik Pegawai Negeri

Sipil ( PPNS ) dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatan, kewenangan dan

dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

BABXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

(I.) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1), (4), dan (5), Pasal S ayat (1) dan

(5), Pasal 6, dan Pasal 9 ayat (3) dan (5) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana

Kurungan sekurang-kurangnya 1 ( saw ) tahun arau hukuman denda sekurang-
kurangnya 4 kali dari rerribusi yang ditetapkan ~
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(2) Barang siapa melanggar kerentuan Pasal 6, sebingga mengakibatkan kerusakan

lingkungan hidup diancam sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku ;

(3) Barang siapa rnelakukan pengambilan/pernanenan Satang Burung Walet taupo. ijin

dianggap melakukan perbuatan rnelawan hukum dan dapat dituntut sesuai perudang-

undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUANPERALil{AN

Pasal t3

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan terdahulu dinyatakan

tidak berlaku lagi ~

(2) Dalam masa 6 ( enam ) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, semua

Pengelola dan Pengusaha Satang Burung Walet dalarn wilayah Kabupaten Kutai

Timur harus sudah merniliki ijin sesuai Peraturan Daerab ini.

BABXll1

KETENTUAN PENUTUP

Pasal t4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah iai, sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjur dengan keputusan bupati.
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Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya/rnemerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sangatta

Pada tanggal 4 Pebruari 2002

BUPATIKUTAIT~

ttd

Drs. H. A\VANG FAROEK ISHAK, iVL.\'I.MSi.

Diundangkan di Sangarta

Pada Tanggal 4 Pebruari 2002

SEKRETARJS KABUPATEN KUTAl TIMOR

Y BASRUN GAMAS MSc

Pembina TK.I

NIP. 0 to 057 173
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